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KEPALA DESA SERUT
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA SERUT

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SERUT

	Menimbang
	:
	a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
b. bahwa	Anggaran	Pendapatan	dan	Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa	tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;



Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
3.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015                Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5864;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8.  Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7            Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019  Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 440) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 37); 




11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran dan  Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran dan  Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 45);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran dan  Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran dan  Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 46);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor  29   Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa  (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 29);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2018 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 83
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 84)
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa  di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);
19. Peraturan Desa Serut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2018-Tahun 2024 (Lembaran Desa Serut Tahun 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Serut Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Serut (Lembaran Desa Serut Tahun 2017 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Serut Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Serut Tahun 2018 Nomor 6);
22. Peraturan Desa Serut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2019 (Lembaran Desa Serut Tahun 2019 Nomor 7);

23. Peraturan Desa Serut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Serut Tahun 2020 Nomor 7);
24. Peraturan Desa Serut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Serut Tahun 2019 Nomor 1);

	
	
	
Dengan Kesepakatan Bersama

	
	
	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERUT
dan
KEPALA DESA SERUT


	
	
	MEMUTUSKAN


	Menetapkan

	:
	PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020




Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut:
	1. Pendapatan Desa
	Rp. 2.364.738.976,00

	2. Belanja Desa
	

	a. Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa
	
Rp.    886.520.762,00

	
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
	Rp.    555.558.400,00

	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa


	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

	Rp     110.726.437,00


	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

	Rp.    481.645.000,00


	Jumlah Belanja

	
Rp. 2.346.265.599,00


	Surplus/Defisit
	Rp.      18.473.377,00
	

	3. Pembiayaan Desa
	
	

	a. Penerimaan Pembiayaan
	Rp.     31.488.393,00

	b. Pengeluaran Pembiayaan
	Rp.     19.000.000,00

	Selisih Pembiayaan ( a – b )
	Rp.     12.488.393,00

	



	



	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)
	Rp.  30.876.214,00



Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

	a. Lampiran I
	:
	Laporan Keuangan

	b. Lampiran II
	:
	Laporan Realisasi kegiatan periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2020

	c. Lampiran III
	:
	Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.




Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Serut.

Ditetapkan di Serut

pada tanggal 18 Januari 2021

(KEPALA DESA SERUT)
  
                                                                                Ttd


 (SUBARI)
Diundangkan di Serut

pada tanggal 18 Januari 2021
SEKRETARIS DESA SERUT,
       Ttd

(SUYATNO)
LEMBARAN DESA SERUT TAHUN 2021 NOMOR 1
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LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA SERUT
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2020

	
	Ref
	
	Anggaran
	
	Realisasi
	
	(Lebih)/
kurang

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	PENDAPATAN
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Pendapatan Asli Desa
	
	
	121.500.000
	
	121.500.000
	
	0,00

	Pendapatan Transfer
	
	
	2.280.749.000
	
	2.242.580.000
	
	38.169.000

	Dana Desa
	
	
	1.033.492.000
	
	1.033.492.000
	
	0,00

	Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah
	
	
	179.674.000
	
	141.505.000
	
	38.169.000

	Alokasi Dana Desa
	
	
	755.083.000
	
	755.083.000
	
	0,00

	Bantuan Keuangan Propinsi
	
	
	155.000.000
	
	155.000.000
	
	0,00

	Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
	
	
	157.500.000
	
	157.500.000
	
	0,00

	Pendapatan Lain lain
	
	
	0,00
	
	658.976
	
	658.976

	JUMLAH PENDAPATAN
	
	
	2.402.249.000
	
	2.364.738.976
	
	37.510.024

	BELANJA
	
	
	
	
	
	
	

	Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa
	
	
	898.332.000
	
	886.520.762
	
	11.811.238

	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
	
	
	580.741.400
	
	555.558.400
	
	25.183.000

	Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa
	
	
	331.845.000
	
	311.815.000
	
	20.030.000

	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
	
	
	111.426.437
	
	110.726.437
	
	700.000

	Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
	
	
	492.307.000
	
	481.645.000
	
	10.662.000

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	JUMLAH BELANJA
	
	
	2.414.651.837
	
	2.346.265.599
	
	68.386.238

	SURPLUS/(DEFISIT)
	
	
	(12.402.837)
	
	18.473.377
	
	(30.876.214)

	PEMBIAYAAN
	
	
	
	
	
	
	

	Penerimaan Pembiayaan
	
	
	31.488.393
	
	31.488.393
	
	0,00

	Pengeluaran Pembiayaan
	
	
	19.000.000
	
	19.000.000
	
	0,00

	PEMBIAYAAN NETTO
	
	
	12.488.393
	
	12.488.393
	
	0,00

	SILPA TAHUN BERJALAN
	
	
	85.556
	
	30.961.770
	
	(30.876.214)

	
	
	
	
	
	
	
	



Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
PEMERINTAH DESA SERUT KECAMATAN NGUTER 
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2020




A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Serut merupakan desa di Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Serut

1. Kepala Desa : SUBARI

2. Sekretaris Desa : SUYATNO

3. Bendahara Desa : SUTARMI

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Jalan songgorunggi-Jatipuro KM.8 Desa Serut, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

	C. Rincian Pos Laporan Keuangan
	
	
	
	
	

	1.  Rekonsiliasi SILPA dan Kas
	
	
	
	
	

	SILPA tahun anggaran 20x1
	
	
	
	
	XXX

	Mutasi Potongan Pajak
	
	
	
	
	

	- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara
	
	XXX
	
	

	- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan
	
	
	XXX
	
	

	- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan
	
	(XXX)
	
	

	- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara
	
	
	
	XXX

	Saldo Kas per 31 Desember 20x1
	
	
	
	
	X.XXX

	2.  Pendapatan Asli Desa
	
	
	
	
	

	Pendapatan Asli Desa terdiri dari:
	
	
	
	
	

	
	Anggaran
	
	Realisasi
	
	(Lebih)/

	
	
	
	
	
	kurang

	Pendapatan Asli Desa terdiri dari:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	a. Hasil Usaha
	
	
	                 0
	
	0

	b. Hasil Aset
	   121.500.000
	
	 121.500.000
	
	0

	c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong
	.         0
	
	                 0
	
	0

	d. Lain-lain PADes yang sah
	         .0
	
	                 0
	
	0

	
	   121.500.000
	
	   121.500.000
	
	0



3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:
	
	Anggaran
	
	Realisasi
	
	(Lebih)/

	
	
	
	
	
	kurang

	
	
	
	
	
	

	Tahap 1
	413.396.800
	
	380.598.000
	
	32.798.800

	Tahap 2
	413.396.800
	
	438.592.000
	
	-25.195.200

	Tahap 3
	206.698.400
	
	90.170.000
	
	116.528.400

	
	1.033.492.000
	
	909.360.000
	
	 124.132.000




4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Penerimaan Desa yang berasal dari

Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai :

	
	Anggaran
	
	Realisasi
	
	(Lebih)/

	
	
	
	
	
	Kurang

	
	
	
	
	
	

	Tahap 1
	 179.674.000
	
	 141.505.000
	
	            38.169.000

	Tahap 2
	
	
	
	
	

	………
	
	
	
	
	

	
	179.674.000
	
	141.505.000
	
	38.169.000



5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai beikut:
	
	Anggaran
	
	Realisasi
	
	(Lebih)/

	
	
	
	
	
	kurang

	
	
	
	
	
	

	Tahap 1
	
	
	
	
	

	Tahap 2
	
	
	
	
	

	Tahap 3
	
	
	
	
	

	
	 755.083.000
	
	 755.083.000
	
	0,00



6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai beikut:

	
	Anggaran
	
	Realisasi
	
	(Lebih)/

	
	
	
	
	
	kurang

	
	
	
	
	
	

	Bantuan Keuangan Provinsi
	155.000.000
	
	155.000.000
	
	               0,00

	
	155.000.000
	
	155.000.000
	
	     0,00



7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ……….. adalah sebagai


	
	Anggaran
	
	Realisasi
	
	(Lebih)/

	
	
	
	
	
	kurang

	
	
	
	
	
	

	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
	157.500.000
	
	157.500.000
	
	 0,00

	
	157.500.000
	
	157.500.000
	
	 0,00

	8. Pendapatan Lain-lain
	
	
	
	
	

	Pendapatan lain-lain terdiri dari:
	
	
	
	
	

	
	Anggaran
	
	Realisasi
	
	(Lebih)/

	
	
	
	
	
	kurang

	Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa
	
	
	
	
	

	
	0,00
	
	           0,00
	
	0,00

	Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga
	0,00
	
	           0,00
	
	0,00

	Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa
	0,00
	
	           0,00
	
	0,00

	Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
	0,00
	
	           0,00
	
	0,00

	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran
	
	
	
	
	

	sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas
	
	
	
	
	

	Desa
	0,00
	
	           0,00
	
	0,00

	Bunga bank
	0,00
	
	658.976
	
	 (658.976)

	Lain-lain pendapatan yang sah
	0,00
	
	           0,00
	
	0,00

	
	0,00
	
	658.976
	
	(658.976)




9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	
	Anggaran
	
	Realisasi
	
	(Lebih)/

	
	
	
	
	
	kurang

	
	
	
	
	
	

	Belanja Pegawai
	650.886.000
	
	650.886.000
	
	0,00

	Belanja Barang dan Jasa
	221.441.000
	
	217.143.762
	
	4.297.238

	Belanja Modal
	26.005.000
	
	18.491.000
	
	7.514.000

	
	898.332.000
	
	886.520.762
	
	11.811.238

	





	
	
	
	
	


10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:


	
	Anggaran
	
	Realisasi
	
	(Lebih)/

	
	
	
	
	
	kurang

	
	
	
	
	
	

	Belanja Barang dan Jasa
	80.200.000
	
	61.550.000
	
	18.650.001

	Belanja Modal
	500.541.000
	
	494.008.400
	
	6.533.000

	
	580.741.400
	
	555.558.400
	
	25.183.001


11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

	
	Anggaran
	
	Realisasi
	
	(Lebih)/

	
	
	
	
	
	Kurang

	Belanja Barang dan Jasa
	115.200.000,00
	
	96.230.000,00
	
	18.970.000,00

	Belanja Modal
	216.645.000,00
	
	215.585.000,00
	
	1.060.000,00

	
	331.845.000,00
	
	311.815.000,00
	
	20.030.000,00


[image: ]
12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:


	
	Anggaran
	
	Realisasi
	
	(Lebih)/

	
	
	
	
	
	kurang

	
	
	
	
	
	

	Belanja Barang dan Jasa
	111.426.437
	
	110.726.437
	
	700.000

	Belanja Modal
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	
	111.426.437
	
	110.726.437
	
	700.000


13. Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
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Selama tahun anggaran …., Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut

	
	Anggaran
	
	Realisasi
	
	(Lebih)/

	
	
	
	
	
	kurang

	
	
	
	
	
	

	Kegiatan Penanggulangan Bencana
	38.707.000
	
	28.045.000
	
	10.662.000

	Penanganan Keadaan Mendesak
	453.600.000
	
	453.600.000
	
	0,00

	
	492.307.000
	
	481.645.000
	
	10.662.000


14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut


	
	Anggaran
	
	Realisasi
	
	(Lebih)/

	
	
	
	
	
	kurang

	 Belanja Pegawai
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
	88.800.000
	
	88.800.000
	
	0,00

	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
	           493.500.000
	
	  493.500.000
	
	0,00

	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat
	   13.368.000
	
	13.368.000
	
	     0,00

	Desa
	
	
	
	
	

	Tunjangan BPD
	  55.200.0000
	
	55.200.0000
	
	0,00

	Belanja Barang dan Jasa
	650.886.000
	
	650.886.000
	
	0,00

	
	
	
	
	
	

	Belanja Barang Perlengkapan Kantor
	203.521.437
	
	169.781.437
	
	33.740.000

	Belanja Jasa Honorarium
	84.800.000
	
	77.400.000
	
	7.400.000

	Belanja Operasional Aparatur Desa
	22.900.000
	
	22.200.000
	
	700.000

	Belanja Jasa Sewa
	14.500.000
	
	14.5000.000
	
	0,00

	Belanja Operasional Perkantoran
	11.346.000
	
	10.868.762
	
	477.238

	Belanja Pemeliharaan
	2.700.000
	
	2.400.000
	
	300.000

	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
	188.500.000
	
	188.500.000
	
	 0’00

	Belanja Service
	0,00
	
	           0,00
	
	0,00

	

Belanja Modal
	528.267.437
	
	485.650.199
	
	42.617.238

	
	
	
	
	
	

	Belanja Modal Pengadaan Tanah
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
	17.862.00
	
	9.898.000
	
	7.964.000

	Belanja Modal Kendaraan
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
	188.525.400
	
	187.184.400
	
	1.341.000

	Belanja Modal Jalan
	363.872.000
	
	358.680.000
	
	5.192.000

	Belanja Modal Jembatan
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase
	172.932.000
	
	172.322.000
	
	610.000

	Belanja Modal Jaringan/Instalasi
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	Belanja Modal lainnya
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	
	743.191.400
	
	728.084.400
	
	15.107.000

	

	
	
	
	
	

	15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
	Anggaran
	
	Realisasi
	
	(Lebih)/

	
	
	
	
	
	kurang

	Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
	840.032.000
	
	840.058.853
	
	26.853

	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan
Desa
	24.807.000
	
	17.028.000
	
	7.779.000

	Sub Bidang Pertahanan
	2.146.000
	
	1.953.909
	
	192.091

	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
	31.347.000
	
	27.480.000
	
	3.867.000

	
	898.332.000
	
	886.520.762
	
	11.811.238

	
	
	
	
	
	

	Bidang Pembangunan Desa
	
	
	
	
	

	Sub Bidang Pendidikan
	42.728.400
	
	36.228.400
	
	6.500.000

	Sub Bidang Kesehatan
	68.576.000
	
	56.321.000
	
	12.255.000

	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	338.137.000
	
	331.709.000
	
	6.428.000

	Sub Bidang Kawasan Permukiman
	130.000.000
	
	130.000.000
	
	0,00

	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
	1.300.000
	
	1.300.000
	
	0,00

	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	Sub Bidang Pariwisata
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa
	580.741.400
	
	555.558.400
	
	25.183.000

	
	
	
	
	
	

	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	[bookmark: page117]Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
	50.400.000
	
	46.300.000
	
	4.100.000

	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
	250.695.000
	
	250.085.000
	
	610.000

	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
	30.750.000
	
	15.430.000
	
	15.320.000

	Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
	331.845.000
	
	311.815.000
	
	20.030.000

	
	
	
	
	
	

	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
	93.000.000
	
	93.000.000
	
	0,00

	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
	7.000.000
	
	6.300.000
	
	700.000

	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
	7.000.000
	
	7.000.000
	
	0,00

	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
	4.426.437
	
	4.426.437
	
	0,00

	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	
Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan
	111.426.437
	
	110.726.437
	
	700.000

	
	
	
	
	
	

	Darurat dan Mendesak Desa
	
	
	
	
	

	Sub Bidang Penanggulangan Bencana
	38.707.000
	
	28.045.000
	
	10.662.000

	Sub Bidang Keadaan Darurat
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	Sub Bidang Keadaan Mendesak.
	453.600.000
	
	453.600.000
	
	0,00

	
	492.307.000
	
	481.645.000
	
	10.662.000

	
	
	
	
	
	



Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran …… adalah sebagai berikut:


	
	Anggaran
	
	Realisasi
	
	(Lebih)/

	
	
	
	
	
	kurang

	
	
	
	
	
	

	Penerimaan Pembiayaan
	31.488.393
	
	31.488.393
	
	0,00

	Pengeluaran Pembiayaan
	19.000.000
	
	19.000.000
	
	0,00

	
	12.488.393
	
	12.488.393
	
	(30.876.214)

	Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:
	
	
	
	
	

	1. SILPA tahun anggaran sebelumnya
	31.488.393
	
	31.488.393
	
	0,00

	2. Pencairan Dana Cadangan
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	
	31.488.393
	
	31.488.393
	
	0,00

	
	
	
	
	
	

	Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:
	
	
	
	
	

	1. Pembentukan Dana Cadangan
	19.000.000
	
	19.000.000
	
	0,00

	2. Penyertaan Modal Desa
	19.000.000
	
	19.000.000
	
	0,00

	
	19.000.000
	
	19.000.000
	
	0,00







16. Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,


	
	20x0
	
	20x1
	
	Penambahan/

	
	
	
	
	
	(Pengurangan)

	
	
	
	
	
	

	Tanah
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
	9.898.000
	
	0,00
	
	0,00

	Kendaraan
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	Gedung dan Bangunan
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	Jalan
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	Jembatan
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	Jaringan/Instalasi
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	Aset Tetap lainnya
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	Konstruksi dalam Pengerjaan
	0,00
	
	0,00
	
	0,00

	
	9.898.000
	
	0,00
	
	0,00



Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran ………….

17. Penyertaan Modal Desa

Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,


	
	20x0
	
	20x1
	
	Penambahan/

	
	
	
	
	
	(Pengurangan)

	
	
	
	
	
	

	BUMDes MAJU JAYA PRATAMA
	19.000.000
	
	19.000.000
	
	0

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	19.000.000
	
	19.000.000
	
	0

	18. dst
	
	
	
	
	







FORMAT RINCIAN ASET TETAP


PEMERINTAH DESA….
KECAMATAN…. KABUPATEN SUKOHARJO
Rincian Aset Tetap Desa per 31 Desember ….




	No.
	Klas Aset dan Nama/Identitas Aset Tetap
	Bukti Kepemilikan
	Kode Aset Tetap
	Tahun Perolehan
	Nilai Perolehan
	Kondisi Aset Tetap
	Keterangan

	
	
	Jenis
	Nomor
	Tanggal
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I
	Tanah
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. ……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. ……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dst…
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. ……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. ……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dst…
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Kendaraan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. ……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. ……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dst…
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Gedung dan Bangunan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. ……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. ……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dst…
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Jalan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. ……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. ……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dst…
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Jembatan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. ……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. ……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dst…
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	Irigasi/Embung/Air Sungai/ Drainase
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. ……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. ……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dst…
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII
	Jaringan/Instalasi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. ……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. ……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dst…
	
	
	
	
	
	
	
	

	IX
	Aset tetap lainnya
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. ……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. ……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dst…
	
	
	
	
	
	
	
	

	X
	Konstruksi dalam Pengerjaan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. ……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. ……
	
	
	
	
	
	
	
	

	dst…
	dst…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Total Nilai Aset Tetap per 31 Desember …..
	
	
	
	
	
	
	
	






Keterangan Cara Pengisian :

	Kolom Nomor 1
	:
	Diisi Nomor urut.

	Kolom Nomor 2
	:
	Diisi Klas Aset dan Nama/Identitas Aset Tetap, misalnya: tanah sawah persil …. Klas….luas…, kendaraan roda dua merk …

	Kolom Nomor 3
	:
	Diisi jenis bukti kepemilikan asset misalnya, Hak Milik (HM), BPKP, Hak Guna Bangunan (HGB).

	Kolom Nomor 4
	:
	Diisi nomor dari jenis bukti kepemilikan aset misalnya.

	Kolom Nomor 5
	:
	Diisi tanggal dari jenis bukti kepemilikan aset misalnya, HM, BPKP

	Kolom Nomor 6
	:
	Diisi kodefikasi asset tetap, melihat kodefikasi asset yang dicatat berpedoman pada petunjuk kodefikasi asset desa.

	Kolom Nomor 7
	:
	Diisi tahun perolehan barang.

	Kolom Nomor 8
	:
	Diisi nilai perolehan barang.

	Kolom Nomor 9
	:
	Diisi kondisi barang misalnya: Baik (B), Rusak Ringan (Rr), Dan Rusak Berat (Rb).

	Kolom Nomor 10
	:
	Diisi keterangan yang diperlukan misalnya : nilai perolehan tidak diketahui, tahun perolehan tidak diketahui dst.
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LAMPIRAN II

PERATURAN DESA ….. NOMOR …. TAHUN …… TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN …….

LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN 
01 Januari s.d 31 Desember Tahun : …………

DESA	: ………………………..
KECAMATAN	: ………………………..
KABUPATEN	: SUKOHARJO
PROVINSI	: JAWA TENGAH

	KODE REKENING
	URAIAN
	OUTPUT
	
	SUMBER DANA
	

	
	
	Rencana
	Realisasi
	Dana
Desa
(Rp)
	Alokasi
Dana
Desa
(Rp)
	Lain-
Lain
(Rp)
	Bentuk  Lain

	
	
	Volume
	Satuan
	Anggaran
	Volume
	Satuan
	Anggaran
	Capaian
	
	
	
	

	
	
	
	
	(Rp)
	
	
	(Rp)
	(%)
	
	
	
	

	1
	
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	14

	a
	b
	c
	a
	b
	c
	d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Jumlah
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	………., ………………

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kaur/Kasi ……
Tanda tangan

NAMA



Keterangan Cara Pengisian :

	Kolom 1 dan 2  
	:
	diisi dengan Kode Rekening.

	Kolom 3
	:
	diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa.

	Kolom 4
	:
	diisi volume kegiatan yang direncanakan.

	Kolom 5
	:
	diisi satuan volume contoh:

	
	
	· jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit

	
	
	· jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M

	
	
	· kegiatan non fisik – paket.

	Kolom 6
	:
	diisi jumlah anggaran yang direncanakan.

	Kolom 7
	:
	diisi volume kegiatan yang terealisasi sampai dengan saat ini.

	Kolom 8
	:
	diisi satuan volume yang terealisasi sampai dengan saat ini.

	Kolom 9
	:
	diisi dengan jumlah dana yang digunakan.

	Kolom 10
	:
	diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan.

	Kolom 11
	:
	diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa (DD).

	Kolom 12
	:
	diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa (ADD).

	Kolom 13
	:
	diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain DD dan ADD.

	Kolom 14
	:
	Diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang.




LAMPIRAN III

PERATURAN DESA ….. NOMOR …. TAHUN …… TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN …….

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA 
YANG MASUK KE DESA

	Desa
	: …………………………
	
	
	

	Kecamatan
	: …………………………
	
	
	

	Kabupaten
	: …………………………
	
	
	

	Provinsi
	: …………………………
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	No.
	Program
	
	Kegiatan
	
	Anggaran

	
	
	Jenis
	Lokasi
	Volume
	Satuan
	Jumlah
	
	Sumber Dana

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



…………………,……………………………


KEPALA DESA




(………………………………..)





BUPATI SUKOHARJO

ttd

WARDOYO WIJAYA
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